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PUTUSAN
Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Pra

Z=es 7\
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sukiati binti Sahdan, tempat dan tanggal lahir Lingkungan Bukal Malang, 01
Juli 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan Panji
Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Jamaludin bin Aq. Asip, tempat dan tanggal lahir Lingkungan Bukal Malang,
13 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan
petani, pendidikan SD, tempat kediaman di
Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan Panji
Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Pra,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan
pada tanggal 11 Agustus 2000 di Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan
Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.417 KUA 18.02.01/PW.01/X/2020
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prayatanggal 12 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah
orang tua Tergugat, di Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan Panji Sari,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 15 tahun 4 bulan,
kemudian pada tanggal 27 Desember 2016 Penggugat pindah dan
bertempat tinggal di umah orang tua Penggugat di Lingkungan Bukal
Malang, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah hinggasekarang;

3. Bahwa dalam pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang keturunan bernama:

a. RosianaRosdi, jeis kelamin perempuan, umur 20 tahun;

b. Saqila, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, saat ini berada dalam
asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir
bathin bagi Penggugatantara lain di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja
serabutan;

b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, saat dinasehati Penggugat,
Tergugat marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2016 yang berakibat pada
terjadinya pisah umah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 3 tahun 10 bulan pisah

rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
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berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugatlagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari
Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya Cqg. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Jamaludin bin Aq. Asip)
terhadap Penggugat (Sukiati binti Sahdan);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukumyang berlaku;

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
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1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5202014107820870 atas nama
Penggugat tanggal 08 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B. 417 KUA
18.02.01/PW.01/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya
Tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Awaludin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di Dusun Mapong, Desa Bunut Bao, Kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksitahu Penggugatdan Tergugatadalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di
Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar setahun yang
lalu sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak sekitar tiga bulan yang lalu Tergugat menyerahkan
Penggugat kepada keluarga Penggugat ;

- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada upaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan
nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
Saksi 2, Ramli ahmad, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mapong, Desa Bunut Bao,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksitahu Penggugatdan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di
Lingkungan Bukal Malang, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar setahun yang
lalu sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak sekitar tiga bulan yang lalu Tergugat menyerahkan
Penggugat kepada keluarga Penggugat ;

- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada upaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwasaksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir
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dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara
ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pemah hadir maka mediasi
sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat
mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sering bertengkar sejak awal umah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai sering bertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan Tergugat sering kasar dan Tergugat tidak mau
bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat
sehingga puncaknya pada 27 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat
pisah umah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah ada
komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untu menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap
telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan
dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam
perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat
suami istri tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya
Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa
fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu
dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan

Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
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Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke
Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah
berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian,
masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan
berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung
dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang
untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat
(1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak sudah
tidak rukun karena sering bertengkar sejak setahun yang lalu yang
disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah. Sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang

saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan
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mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam
pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat
telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;
Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah
dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019
sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa puncaknya dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (broken marriage)
karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan
keduanya sudah pisah rumah;
Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap
dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21
tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan
menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena
itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik
agar terhindar dari kemadlaratan;
Menimbang, bahwa disamping itu alas an tersebut telah sesuai

dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh
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Sunnah Juz Il halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim yang berbunyi :
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Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
tentang kondisi rumah tangganyasebagaimanatelahdiuraikan di atas,
telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak
hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat
tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak
hadir. Dan olehkarenaituberdasarkanketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg.
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf
¢ Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jamaludin bin Ag.
Asip,) terhadap Penggugat (Sukiati binti Sahdan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enamribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.l. dan Muhammad Jalaluddin, S.
Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I. Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.
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Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 255.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp 25.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



